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ABSTRAK 

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012 TENTANG PENGECUALIAN 

RAHASIA BANK TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA HARTA 

BERSAMA” 

 

NESA HADI SUSANTO 

NIM : 82337220011 
 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan MK Nomor 

64/PUU-X/2012 tentang pengecualian kerahasiaan bank untuk kepentingan perkara 

harta bersama, karena menilaipasal 40 ayat (1) Undang – Undang 

Perbankanberbenturan dengan Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 4 

(jaminan perlindungan terhadap harta benda yang dibawah kekuasaannya serta tidak 

boleh diambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun). 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan secara yuridis 

normatif, sebab bertujuan untuk meneliti asas – asas hukum, sistematika hukum dan 

perbandingan hukum, guna menganalisa terkait postulat normative tertentu dapat atau 

tidak dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu in concreto (hukum 

dalam wujud putusan atau penetapan hakim), yang bertujuan untuk memperoleh 

gambaran tentang efektifitas Putusan MK tersebut, yang ternyata masih banyak kendala 

dalam penerapannya karena ketidaktahuan masyarakat maupun pihak perbankan 

mengenai putusan tersebut, disamping itu juga terdapat tumpang tindih aturan yang 

membuat putusan tersebut tidak efektif terhadap penyelesaian harta bersama yang masih 

dalam penguasaan perbankan. Dalam perkara pembagian harta bersama berbentuk 

tabungan yang dikuasai salah satu pihakperkara dapat terselesaikan karenakerahasiaan 

bank dapat dibuka, namun berkaitan dengan harta bersama yang masih dalam 

penguasaan perbankan, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama 

Islam, mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam point III 

(Rumusan Kamar Agama) ayat (1d).  

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh para pihakuntuk mendapatkan 

keadilan dalam menyelesaikan perkara harta bersama yang masih dalam penguasaan 

perbankan yakni melakukan musyawarah antara pihak suami – istri untuk 

menyelesaikan perkara tersebut diluar pengadilan, atau melakukan perjanjian pisah 

harta sebelum perceraian dilakukan. Selain itu jugaperan Pemerintah sangat dibutuhkan 

dalam mengeluarkan peraturan baru untuk memperkuat isi yang termaktub dalam 

putusan tersebut, sebagai sebuah terobosan maupun solusi agar dapat memenuhi 

keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum bagi masing-masing pihak dalam 

perkara yang berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah perceraian. 

 

Kata kunci :Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, Kerahasiaan Bank 

Terhadap Harta Bersama, Penyelesaian Perkara Harta Bersama yang masih dalam 

Penguasaan Perbankan. 
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ABSTRACT  

“JURIDICAL ANALYSIS OF THE RULING OF THE 

CONSTITUTIONAL COURT NUMBER  64/PUU-X/2012 

CONCERNING THE EXCEPTION OF BANK SECRETS ON 

 SETTLEMENT OF JOINT PROPERTY MATTERS”  

NESA HADI SUSANTO  

NIM: 82337220011  

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia issued MK Decision 

Number 64/PUU protection of property under his control and must not be 

taken over arbitrarily by anyone).  

This research was conducted using a normative juridical approach, 

because it aims to examine legal principles, legal systematics and legal 

comparison, in order to analyze whether certain normative postulates can or 

cannot be used to resolve certain legal problems in concreto (law in the form of 

a decision or judge's determination), which aims to obtain an overview of the 

effectiveness of the Constitutional Court's decision, which apparently still has 

many obstacles in its implementation due to the public's and banks' ignorance 

regarding the decision, besides that there are also overlapping rules which 

make the decision ineffective for the settlement of joint assets which are still in 

control. banking. In the case of dividing joint assets in the form of savings 

which are controlled by one of the parties, the case can be resolved because 

bank confidentiality can be opened, but with regard to joint assets which are 

still under the control of the banking sector, especially for Indonesian people 

who are predominantly Muslim, this is binding on the Supreme Court Circular 

Letter Number 3 of 2018 in point III (Religious Chamber Formulation) 

paragraph (1d).   

Efforts that can be made by the parties to obtain justice in resolving 

joint property cases that are still under banking control include holding 

discussions between the husband and wife to resolve the case outside of court, 

or entering into an agreement to separate assets before the divorce is carried 

out. Apart from that, the role of the Government is also urgently needed in 

issuing new regulations to strengthen the content contained in the decision, as 

a breakthrough or solution so as to fulfill justice, certainty and legal benefits 

for each party in cases related to the division of joint assets after divorce.  

Keywords: Constitutional Court Decision Number 64/PUU-X/2012, Bank 

Confidentiality Regarding Joint Assets, Settlement of Joint Property Cases 

which are still in Banking Control. 
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